
WALIKOTA BANJARMASIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR iL6 TAHUN 2019 

TENTANG 

INFORMASI JABATAN 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA 

BANJARMASIN 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan nomenklatur jabatan 
struktural dan jabatan pelaksana serta penambahan 
nomenklatur jabatan  fungsional pada Badan 
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan 
diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Badan 
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Kota Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, 
efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil 
guna dan berdaya guna secara maksimal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi 
Jabatan  Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin; 

Mengingat 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1820); 

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Penkelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 
2014 Nomor 3); 

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota 
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG INFORMASI JABATAN 
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Banjarmasin. 

2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah Kota Banjarmasin. 

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 

4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan 
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. 



5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin. 

6. Informasi Jabatan adalah menginformasikan data-data jabatan, mulai dari 
struktur organisasi, struktur jabatan, formasi jabatan dan uraian jabatan 
(job description). 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu 
susunan organisasi. 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara / daerah. 

9. Jabatan  Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil 
negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

BAB II 

TUJUAN PENETAPAN INFORMASI JABATAN 

Pasal 2 

Informasi jabatan ditetapkan untuk membantu manajemen dalam upaya 
pembinaan, penyempurnaan dan penataan di bidang Kelembagaan, 
Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan bagi terselenggaranya tugas umum 
pemerintahan. 

BAB III 

PENYUSUNAN INFORMASI JABATAN 

Pasal 3 

(1) Penyusunan informasi jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta 
kebutuhan dan kemdmpuan daerah. 

(2) Informasi jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 



Pasal 4 

Pejabat struktural, pelaksana dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atas 
usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 
pada tanggal 12 Jc seZocr 201 9 

WALT KOTA BANJARMASIN, 

IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 
pada tanggal 12 iie sember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 



Jabatan 

Mahn Rencana Program clan 
KM 

Pena*.la Satan 
PerenCanaan 

Kerala Ma.) 1,0,1111111 

EkonCd-ni Dan Budaya 

Kepala Sub Bedanq Perdag,ngan, 
 Penn dustnan dan Penananwn 

Modal 

Jabatan 

Maas Rencana Prcgram Dan 

man 

Pergelota Bahan 
Perencartaan 

Kepaa Sub 'Wang 
Peng:In:organ Usana Daerah. 
Keuangan akin Ketenagakerpan 

Jabatan 

Maas Rencana Program clan 
Kegatan 

Pengdola Baran 
Perencanaan 

Kepaia Sub Bidang Ketahanan 
Pargan, Budaya dan Pane isata 

?Zapata lklang PerenCanaan Scold, 
Perndintinan dan Pernbangunan Manusta 

Kabala Sub Ekdang Saud dan 
Kependudukan 

Jabatan 

Arabs Rencana PtC91,1M clan 
man 

Pergetala (faun Perencansan 

Kenai.' Sub 8idarg Pank dan 
Pemenntahan 

3abatan 

Araks RCM...3 Program dan 
man 

Penadola Kahan Perencanaan 

Kepala Sub 8idang Pentangunan Sumba 
Daya Manusla 

labatan 

An.; !Zeman) Program dan 
gegatan 

Pergetata Saban Perencanaan 

Kenai.? &clang Perencanaan Infrastuktur clan 
Kewilayahan 

Kesel.' Sub Bidang Infrastruktur dan Tau 
Ruang 

Jabatan 

Anted Rencarm Program clan Kcgratan 

Saban Peraxanaan 

Kepala Sub Bidang Peruntatun, 
Pennuldrnan, Pertanahan Dan ungkungan 

Modup 

Jabatan 

Analis Weans Program ban Keglatan 

Pangaea.' Satan Perencanaan 

Kepala Sub &clang Pediubungan, 
Komunikaa clan Int conabka 

Main Rencana Program clan Kvatan 

Pengdola Ulan Pereixanaan 

Kepala 8roang Perencanaan 
Pengtmdaltan dan Evalua. 

Pembangunan Daerah 

kePala Sub &clang Perencanaan 
Pembangunan 

Jabatan 

Ands Rencana Program Clan 
Kegiatan 

Pengelola Raton Peroxanaan 

',Pala Sub Btdarg Data clan 
Informasi Perencanaan Dacron 

Jabatan 

Man Rencana Program dan 
Kegiatan 

Pengdola Mahan Perencanaan 

Kepaia Sub Biclang Pergenclaban, 
Evatuasi dan Palawan 

Analis Rencana Program Dan 
Kenotan 

Penoelola Mahan Perencanaan 

Kepala &clang Penebtian dan 
Pengembangan Daerah 

Kepala Sub Biciang Sosiai clan 
Palermo an 

3abatan 

Penyusun Baron 
Penyeterggaraan Urban) 

Armes Skitem Warns, 

Kepala Sub Mang Elororn darn 
Pembarguran 

labaun 

Perryusurt Batton 
Penyelenggaraan Utbarg 

Kepala Sub Mang Inoyas+ dan 
leknorog. 

Penyusun Ulan 
Penydenggaraan Utbang 

Malts Sister Inforrnau 

Jabatan Jabatan 

PETA 3AI( DAN PERENCANAAN, PENEUTIAN DAN PENGEPIBANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN 

Kt PAIA MOAN 

SEKRETARIS 

Kepala Sub Sagan Unkon dan 
Kepegandan 

KePala Sub Raglan Perencanaan Kepala Sub Raglan KeunXpn 

Jabatan 

Penyusun Kebudnan 
Baran; Immure 

Perinatal.' 
Kepeganatan  

Pagadministrasi 
Umum 

Pengemua 

Prams Min 

Jabatan 

Perlyinun Rencaro Ker/San 
Dan ansgaran 

Perhiustin Program M9Siaran 
dan Palawan 

Pengelota Rattan Pereixanaan 

Jabatan 

Veneta lagoon 
Keuangan 

Pericardia Gail 

Ventilator Keuargan 

B 

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL 

Jabatan 

Pembina Panama 

PerenCina aluda 

Pandit Pawn. WALIKOTA BANJARMASIN, 
Pendia Muds 
Pranata Kammer" Petaksana 

Pronata kornbuter Pdaksana taroutan 

ifiNU SiNA 
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